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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem  pengupahan buruh/pekerja perempuan sektor industri dengan penerapan putting out system. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo. Alasan dasar adalah Sidoarjo merupakan kabupaten industri dengan 2.635 perusahaan besar, menengah dan kecil termasuk home industry yang banyak melibatkan buruh/pekerja perempuan. Sidoarjo juga sebagai Kabupaten UMKM terbesar se Indonesia tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan indept interview kepada key informan maupun informan. Analisis data melalui tahap antisipasi pengumpulan data di lapangan, reduksi data, data display dan ferivikasi data yang merujuk pada Haberman & Miles, Data Management Analysis Methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah tidak terlepas dengan kebijakan di Pusat. Upah diberikan langsung oleh owner, nilai dan besaran yang diterima tergantung dari hasil yang dikerjakan dan disetorkan.  Peran aktor baik govermnet maupun NGo belum maksimal. Pemilihan instrumen kebijakan memerlukan banyak pertimbangan di satu sisi pemerintah tidak mau ditinggalkan investor, namun disisi yang lain, kesejahteraan buruh/pekerja harus diperhatikan.
Kata kunci : Upah buruh/pekerja, sektor industri, penerapan putting out system
Abstract
The purpose of this study is to identify and analyze the wage system of female labor/workers in the industrial sector in the implementation of putting out system. The current study is located in Sidoarjo, East Java. The basic reason to choose Sidoarjo is due to its status as industrial district equipped with 2,635 large, medium, and small enterprises, including home industry that involves many female labor/workers. Sidoarjo is also entitled to have the most Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) throughout Indonesia in 2015. The data was collected by in-depth interview to key informants. Data analysis was done through the anticipation phase in the field that included data collection, data reduction, data display, and data verification refering to Data Management Analysis Methods proposed by Haberman & Miles. Results of the study showed that the regional employment policy is inseparable with the policy from the central government. Wages are given directly by the owner with its value and amount received depends on the workpiece and deposited amount. The role from both government and NGO are not adequate. The selection of policy instruments requires a lot of consideration that is in one hand the government does not want investors are abandoned, however, on the other hand, the welfare of workers/employees must be completely acknowledged.
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Latar Belakang
Sistem pengupahan menjadi titik sentral konflik antara pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, upah adalah hak sebagai imbalan atas jasa dan hasil kerja yang mereka kontribusikan sehingga tercapai suatu hasil akhir berupa benda atau jasa. Upah juga merupakan komponen pokok penghasilan guna menjamin kehidupan pekerja dan keluarganya, serta salah satu sarana peningkatan kualitas hidup mereka. Sementara itu bagi pengusaha, upah adalah komponen biaya produksi barang dan jasa yang sedapat mungkin dapat ditekan. Sebagaimana dikatakan Hafidhuddin (2008:6) bahwa upah seringkali menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dalam hubungan industrial, apapun bentuk badan hukum dan organisasi dalam perusahaan tersebut, upah merupakan masalah yang cukup rumit bagi para pengambil kebijakan karena adanya tuntutan pembaharuan dan evaluasi setiap tahunnya, dan semakin sulit ketika pengambil kebijakan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan perusahaan dalam membayar upah sesuai dengan UMR dan UMK kepada pekerja/buruh. 

Sebagian dari perbedaan tingkat upah antara perempuan dan laki-laki hanya diterangkan oleh diskriminasi seksual (ILO, 2003). Diskriminasi itu sering tercermin dalam perlakuan dan persyaratan bekerja yang berbeda, lebih banyak perempuan dari pada laki-laki yang dipekerjakan secara paruh waktu dengan atau tanpa kontrak untuk waktu terbatas atau sebagai pekerja borongan. Hubungan kerja demikian sangat merugikan para pekerja, pada umumnya upah mereka dibayar secara harian tanpa tunjangan dan tidak ada kepastian keberlanjutan pekerjaan. Sekalipun partisipasi perempuan dalam pasar kerja meningkat secara signifikan, diskriminasi terhadap perempuan pekerja tetap menjadi masalah besar. Sebagian besar perempuan pekerja bekerja dalam sektor non formal. Perempuan memperoleh pendidikan dan pelatihan di tempat kerja juga terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki (Suyanto, 2006). Keberadaan perempuan secara absolut lebih besar dari pada laki-laki, perempuan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan sesegera mungkin agar perempuan dapat mengisi kegiatan pembangunan sehingga anggapan bahwa perempuan itu hanya menjadi beban pembangunan bisa dihilangkan. Buruh/pekerja perempuan yang bekerja dengan pengupahan model putting out system tidak terlepas dari nilai dan budaya pembagian kerja gender yang sudah melekat dalam masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Tuntutan peran perempuan di ranah domestik menjadikan sistem kerja ini menjadi pilihan yang tepat dan rasional dikarenakan pekerjaan domestik dan produktif dilakukan sekaligus tanpa harus meninggalkan rumah. Buruh/pekerja perempuan hanya menjadi subyek meskipun upaya perbaikan posisi perempuan dengan berbagai kebijakan terus di upayakan namun dalam praktiknya, legalitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja belum diatur secara memadai. 

Kondisi Pekerja/buruh Perempuan sektor industri
Selanjutnya dalam Jurnal Perempuan (http://jurnalperempuan.com) (2011), ditemukan adanya diskriminasi pemberian upah terhadap perempuan. Upah perempuan lebih rendah dari laki-laki karena buruh perempuan selalu dianggap berstatus lajang. Buruh perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga, serta jaminan sosial untuk suami dan anak. Kemudian, perempuan sangat sulit memperoleh promosi jabatan karena selalu ditempatkan di posisi yang lebih rendah dari laki-laki, yang tidak mensyaratkan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahuntahun. Kendala-kendala ini dapat menimbulkan pelanggaran akan hak-hak dasar serta menghambat kesempatan kaum perempuan dalam dunia kerja. Pada gilirannya akan merugikan masyarakat dan perekonomian Indonesia mengingat hilangnya kontribusi besar yang dapat diberikan kaum perempuan melalui tempat kerja.
Dalam dunia usaha, pengupahan merupakan hal yang sewajarnya sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang diberikan pekerja/buruh kepada perusahaan. Jadi ketika perusahaan merekrut pekerja/buruh yang diharapkan pekerja/buruh dapat menjalankan serangkaian pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendukung kegiatan usaha sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat salah satunya digunakan perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa upah kepada pekerja/buruh. Jadi keberadaan pekerja/buruh dalam suatu perusahaan dalam kerangka bisnis kemitraan dan bukan kerangka kegiatan sosial. Hal tersebut seiring dengan definisi upah pada UU No. 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat (30) tentang ketenagakerjaan yang berbunyi: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perUndang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Kontribusi pekerja pada perusahaan dengan menjalankan pekerjaannya dapat disebut sebagai kinerja atau juga dapat disebut sebagai produktivitas. Semakin baik kinerja dan produktivitasnya maka sudah selayaknya pekerja/buruh mendapat upah yang lebih baik dibanding pekerja/buruh yang rendah kinerja dan produktivitasnya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 pasal 92 ayat (2) yang isinya: Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Dalam peraturan Ketenagakerjaan Upah Minimum yang diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEN/1999. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa; Upah minimum adalah upah bulanan terendah terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Makna dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja/buruh supaya tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Upah minimum hanya diberlakukan untuk pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1(satu)  tahun.

Kebijakan Ketenagakerjaan Responsif Gender   

Kriteria good governance antara lain equity, di mana semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesem​patan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (UNDP dalam LAN 2000:7). Kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupa​kan manifestasi dari salah satu prinsip good governance. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menurut kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelom​pok marginal (cacat-normal).  

Beberapa strategi untuk menjalan​kan kebijakan agar tidak bias gender. Nugroho (2008:260-261) Pertama, pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender. Kedua, memastikan bahwa ada mekanisme reward dan punishment bagi pematuh dan pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. Keempat, mengevaluasi kinerja​nya, dan persyaratan pokok yang harus dipenuhi yaitu : 1) adanya kesamaan konsepsi tentang gender dan kesetaraan gender; 2) adanya kecukupan kemampuan untuk melakukan evaluasi dalam konteks kesetaraan gender; 3) alat ukur evaluasi  itu sendiri harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana kesetaraan gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu. Sementara itu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa komponen kunci keberhasilan PUG ditentukan oleh: 1) Ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam men​dukung pembangunan berperspektif gender; 2) Sumber daya manu​sia yang memiliki gender analysis skill dan sumber dana yang memadai; 3) Sistem informasi gender; 4) Alat dan sistem moni​toring dan evaluasi, media  KIE;  serta 5) Peran serta masyarakat.
Terkait dengan komponen kunci tersebut di atas, maka peningkatan pemahaman dan komitmen policy maker tentang penting​nya me-mainstream-kan gender harus menjadi agenda utama, sehingga mereka menyadari bahwa PUG harus menjadi strategi utama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, proses perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan menjadi responsif gender. Apabila policy maker paham dan memiliki komitmen tentang PUG, maka mereka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan responsif gender. Untuk itu perlu didukung dengan kelembagaan yang secara struk​tural maupun fungsional mempunyai tupoksi untuk mewu​judkan kesetaraan dan keadilan gender, tersedia sistem informasi data terpilah menurut jenis kelamin dan adanya kemampuan para perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan responsif gender. Akhirnya, perlu diciptakan ruang bagi partisipasi masya​rakat untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan didefinisikan usaha berencana yang dilakukan secara sadar oleh negara dan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia Indonesia tidak akan tercapai tanpa memberikan jaminan hidup kepada tenaga kerja dan keluarganya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri atas modal dan tanggungjawab sendiri sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya karena pekerja/buruh harus tunduk dan patuh pada orang lain. 

Dalam ketenagakerjaan yang sehat harus dapat dicapai keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak baik dari sudut pandang yuridis maupun sudut pandang umum yaitu terlindunginya hak dan kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2003 untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga. Hal ini untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Menurut Hafidhuddin (2008:23) bahwa adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berapa upah yang diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya. 

Marjinalisasi secara umum berarti penyingkiran. Scott dalam Saptari dan Holzner (1997) mengemukakan bahwa marjinalisasi merupakan suatu gejala yang berproses dan relatif. Berproses berarti bahwa marjinalisasi harus dilihat berdasarkan perjalanan waktu. Misalnya, apabila perempuan mengisi sektor-sektor tertentu dalam pasar kerja, harus dilihat pula bagaimana keadaan sebelumnya dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah proses “feminisasi” tersebut. Relatif berarti bentuk marjinalisasi yang dialami perempuan harus dibandingkan dengan yang dialami laki-laki. Misalnya dalam melihat posisi perempuan di pasar kerja harus melihat posisi laki-laki di pasar kerja tersebut. Bias gender dalam pengupahan terjadi karena sistem pengupahan yang menggunakan standar pekerja laki-laki (Safa’at, 1998). Upah menurut BPS (Sakernas, 2003) adalah penerimaan buruh atas uang/barang yang dibayarkan perusahaan/kantor majikan tersebut. Bias laki-laki dalam standar Kebutuhan Hidup Minimum tidak mencantumkan kebutuhan khas perempuan seperti pakaian dalam dan pembalut haid. Padahal, seorang buruh perempuan harus menyisihkan 16% dari pendapatannya setiap bulan untuk kebutuhan khasnya (Nurmala dalam Safa’at, 1998). Penghasilan yang diterima buruh perempuan lebih rendah juga karena statusnya dianggap lajang meskipun sudah berkeluarga, berbeda dengan laki-laki yang mendapatkan fasilitas untuk istri dan anak (Safa’at, 1998). Menurut Safa’at (1998), kekerasan terhadap reproduksi biologis buruh perempuan terjadi ketika perempuan terpaksa bekerja meskipun sedang sakit haid karena prosedur cuti yang sulit dan sistem pengupahan pabrik. Selain itu, buruh perempuan yang hamil atau melahirkan dapat terkena ancaman PHK (Safa’at, 1998).
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif,  dilakukan dalam situasi wajar (natural setting). Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan : 1) Memiliki 2600 perusahaan besar, menengah dan kecil, menjadi sasaran utama pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan. 2) Sebagai salah satu kabupaten yang beberapa kali menerima penghargaan dari Presiden dalam program penanganan pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan berprespetif gender. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada para informan sebanyak 31 orang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Agar wawancara dalam penggalian data mendpatkan hasil yang maksimal, peneliti menyusun interview guide. Hasil wawancara kemudian di transkrip, dikoding, dan dianalisis. Data sekunder penelitian diperoleh dari dokumen  Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelayanan ketenagakerjaan dan  dokumen perencanaan pembangunan meliputi : RPJPD, RPJMD, dan RPJP, IPJ dan IPM Kabupaten Sidoarjo.  Penganalisisan menggunakan Haberman & Miles, Data Management Analysis Methods, dalam handbook of Qualitative Research, Denzin & Lincoln, ed, 1994, hal 429.

Permasalahan yang dihadapi Pekerja Rumahan

Home works atau pekerja rumahan mengalami situasi yang sangat eksploitatif, bekerja selama berjam-jam dan mendapatkan upah di bawah upah minimum dalam sebuah sistem dimana para buruh/pekerja  sedikit atau tidak memiliki daya tawar dan tanpa kepastian kerja, di Sidoarjo. Pemberi kerja mempekerjakan pekerja rumahan utamanya untuk menghindari tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan, dan pada saat yang sama mengalihkan resiko dan tanggung jawab yang biasanya dipikul oleh pemberi kerja kepada pekerja rumahan. Beberapa karakteristik mencolok dari pekerja rumahan yang dijadikan obyek penelitian adalah tidak kondusifnya tempat bekerja, upah rendah, kurangnya perlindungan sosial dan kondisi kemiskinan secara umum.
Serikat pekerjapun menganggap pekerja rumahan dipandang sebagai ancaman bagi hubungan kerja formal perusahaan kontrak kerja, yang diandalkan oleh serikat pekerja untuk sebagian besar anggotanya. Tanggapan awal serikat pekerja terhadap praktik pekerjaan rumahan adalah mengadvokasi pelarangan kerja rumahan. Sekarang serikat pekerja semakin tertarik mengorganisir pekerja rumahan dan mengadvokasi hak-hak dan kepentingan mereka sebagai pekerja.  Namun, mengingat sikap umum banyak pengusaha yang anti serikat pekerja, pekerja rumahan seringkali merasa takut bahwa pengorganisasian dan hubungan dengan serikat pekerja akan berisiko bagi mata pencaharian mereka. Memang, dalam kasus-kasus dimana pekerja rumahan berhasil mengorganisir dan melakukan perundingan untuk upah yang lebih tinggi, upaya-upaya seringkali menjadi bumerang dan mengakibatkan pengusaha hanya menggeser proses produksi ke desa atau kelompok pekerja lain. Mengingat pekerja rumahan bekerja di rumah atau komunitas mereka, para pekerja ini cenderung tersebar dan sulit untuk ditemukan dan diidentifikasi untuk tujuan pengorganisasian.  
Pengupahan dengan Putting Out System di Kabupaten Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo home work atau yang lebih dikenal dengan kerja rumahan adalah ranah yang sangat sulit untuk diatur dan dipantau secara efektif. Kerja rumahan, yang juga dikenal sebagai putting out system industrial, di mana pekerja melaksanakan pekerjaan yang serupa dengan pekerja pabrik, tetapi di rumah mereka, telah muncul sebagai respons pengusaha untuk menghindari biaya dan resiko yang biasanya ada terkait dengan mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana biasanya. Di atas kertas, Undang-undang ketenagakerjaan umum berlaku untuk pekerja rumahan. Namun dalam praktiknya, pekerja rumahan dipekerjakan melalui mekanisme-mekanisme informal dan tidak dicakup oleh sebagian besar mekanisme penegakan undang-undang. Pekerja rumahan belum mendapatkan perhatian yang jelas dalam peraturan, perundang-undangan, ataupun kebijakan di Indonesia, tidak juga mereka termasuk dalam cakupan kerja yang dilaksanakan oleh inspektur ketenagakerjaan dan mereka bukan merupakan penerima manfaat program pemerintah apapun yang bersifat khusus. Pekerja rumahan beroperasi di tepian masyarakat dan di dalam kesenjangan sistem hukum dan peraturan.
Seringkali bekerja di bagian terbawah dari rantai pasokan yang kompleks dan di dalam privasi rumah mereka, ketidakterlihatan, isolasi dan kerentanan pekerja rumahan menuntut perlindungan hukum yang kuat, pemantauan dan pengawasan oleh pihak berwenang. Hal ini memberikan gambaran situasi pekerja rumahan di Sidoarjo saat ini dan sejauh mana mekanisme peraturan yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif untuk para pekerja ini. Penelitian ini menganalisis pada tantangan saat ini terhadap penerapan dan penegakan peraturan untuk pekerja rumahan dan memberikan beberapa saran untuk respons regulasi terutama dalam hal pengupahan. Kecenderungan mempekerjakan pekerja secara lepas (casualisation of labour) semakin sering terjadi dan berkontribusi pada semakin meningkatnya bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak tetap dan sangat rentan seperti kerja rumahan. Kesulitan dalam mengatur hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa hubungan kerja yang sangat rentan dan tidak tetap inilah yang seringkali tidak tercatat atau terpantau dan sehingga tidak ada mekanisme pengawasan yang tepat atau efektif. Dengan kata lain, pekerja rumahan masih dianggap sebagai pekerja yang ‘tidak terlihat’.
Faktor Penghambat maupun Pendukung Pengupahan Putting Out System
Sebagaimana kondisi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pengupahan buruh/pekerja perempuan dengan penerapan putting out system dapat dikatakan adanya unsur regulasi. Salah satu unsur penilaian dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan suatu daerah adalah dari sisi peraturan dan regulasi. Bagaimana sikap pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dengan penghidupan layak bagi diri dan keluarga buruh/pekerja, kebebasan berserikat bagi pekerja, adanya jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan hukum dan non diskriminasi bagi pekerja/buruh baik laki-laki maupun perempuan.

Dari sisi kelembagaan, Dinsosnakertrnas Sidoarjo yang berperan sebagai aktor utama masih menghadapi kendala implementasi kebijakan ketenagakerjaan belum maksimal terutama terkait dengan pengupahan buruh/pekerja khususnya sektor industri, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Belum sempurnanya profil ketenagakerjaan yang ada.
2. Kurangnya dana, disebabkan terbatasnya anggaran yang dipergunakan untuk implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Hal itu berpengaruh terkait dengan 2 (dua) bidang besar yang mejadi tanggung jawab dibawah Dinsosnakertrans, akibatnya implementasinya tidak maksimal.

3. Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) pelaksana. Sebagai gambaran Dinsosnakertrans memiliki 91 pegawai, baru 26 orang yang sudah menempuh pendidikan penjenjangan dan selebihnya belum menempuh pendidikan penjenjangan.

4. Belum tersedianya tenaga kerja terlatih profesional yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

5. Masih terbatasnya jumlah pegawai teknis fungsional yang meliputi tenaga pengawasan dan pengantar kerja.

6. Kurangnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan sehingga informasi tidak menyebar karena  terbatas pada orang-orang tertentu.

7. Lemahnya koordinasi pelaksanaan, sehingga implementasi kebijakan ketenagakerjaan terkesan parsial dan hanya menjadi urusan Dinsosnakertrans.
Sebagaimana dimaklumi, kebijakan baru akan menghasilkan sebuah realitas bilamana diikuti oleh dua hal lainnya, yakni program dan proyek (Brinkerhoff dan Crosby, 2002), tanpa itu kebijakan ketenagakerjaan hanyalah sebuah rangkaian kata yang tidak menghasilkan realitas apa-apa. Kelemahan-kelemahan di atas, akan berdampak pada beberapa program pengembangan kemitraan dan koordinasi yang harus dikembangkan oleh Dinsosnakertrans. Dampak lainnya adalah terjebak pada rutinitas kantor sehingga kegiatan yang sudah digariskan dalam RPJMD 2004-2019 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu persoalan yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kebijakan yang sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, keberadaan dari kebijakan itu tidak semua unsur masyarakat mengetahui apalagi memahaminya. Terkait dengan isi dari kebijakan tersebut hanya membahas tentang kewajiban perusahaan tentang retribusi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan tidak menyentuh urusan pekerja/buruh. Faktor lain yang juga merupakan penghambat terkait pengupahan model putting out system adalah terkait dengan kepentingan dan kepemilikan perusahaan.
Upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam mencapai langkah-langkah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi :

a. Memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pe​ngangguran dan setengah pengangguran dengan menyediakan peker​jaan bagi angkatan kerja di pedesaan melalui Program Pemba​ngunan Desa;

b. Meningkatkan pembinaan dan penggunaan tenaga kerja secara efektif melalui Program Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja;

c. Membina dan meningkatkan ketrampilan kejuruan untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang terbuka dalam proses pembangunan melalui Program PendidikanTenaga Kerja;

d. Membina dan meningkatkan hubungan perburuhan yang serasi serta menyempurnakan perlindungan tenaga kerja melalui Program Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Secara keseluruhan hasil pembahasan di aras terkait dengan: Upah Buruh/pekerja Perempuan Sektor Industri dengan penerapan Putting Out System  di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam gambar berikut : 

Gambar  :  Hasil analisis Dala Penelitian.


Pengupahan model putting out system






Simpulan dan saran
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil simpulan dan saran yakni sebagai berikut :

1. Pengupahan menjadi titik sentral konflik antara pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, upah adalah hak sebagai imbalan atas jasa dan hasil kerja yang mereka kontribusikan sehingga tercapai suatu hasil akhir berupa benda atau jasa.
2. Kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupa​kan manifestasi dari salah satu prinsip good governance. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki,

3. Pengupahan buruh/pekerja perempuan dengan penerapan putting out system mengalami situasi yang sangat eksploitatif, bekerja selama berjam-jam dan mendapatkan upah di bawah upah minimum dalam sebuah sistem dimana mereka sedikit atau tidak memiliki daya tawar dan tanpa kepastian kerja. 
4. Keterlibatan aktor difungsikan sebagaimana peran masing-masing, diantaranya sebagai analis kebijakan/perencana, pelaksana, dan legislatif  yang melakukan perubahan kebijakan dan mengadvokasi perubahan kebijakan. 
5. Pemerintah memiliki kekuasaan yang substantif untuk memaksa perusahaan bisa memenuhi dalam pembayaran sebagaimana ketentuan UMK, namun tindakan tersebut memiliki keterbatasan politik, administratif dan hukum dalam menggunakan kekuasaan tersebut.
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Adanya kesenjangan upah buruh perempuan
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Kemampuan menstruktur implementasi kebijakan








Belum optimalnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan tentang pengupahan
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